mediasi,
- Bebas,
Roundtable on dialog,

serrang, Sustainable Palm i rugi,

vihak, Oil (RSPO) Dan i

lingkun, Penyelesaian Masalah <lcsaian
Pengaduan

asyarakat,
sukarela,
manusia,
bnsensus,
resolusi,
eputusan

Sebagian besar isi dokumen ini didasarkan )
I pada informasi yang tersedia di situs RSPO. 'l‘maSIkan 5

Pembaca disarankan untuk mengunjungi ! 2 S
hak pert www.rspo.org untuk informasi lebih lanjut. aSl’ gantl

rugl piha tai suplai,
nyelesaian
nan Baru,
ai Tinggi,

‘embagian




Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Dan
Penyelesaian Masalah Pengaduan:

Panduan tentang pengajuan pengaduan bagi
organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal

2013
Sophie Chao

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Patrick Anderson,
Olivia Woodburne dan Norman Jiwan atas masukannya.

Dokumen ini memiliki‘akses bebas, Anda bebas membuat
salinan dari situs kami. Anda juga diijinkan untuk
mereproduksi tulisan ini dengan mencantumkan ucapan
terima kasih kepada FPP.

ml‘
'} Forest
1i{ Peoples

2
A Programme

Forest Peoples Programme

1c Fosseway Business Centre, Stratford Road
Moreton-in-Marsh

GL56 9NQ

United Kingdom

Tel: +44 (0)1608652893
info@forestpeoples.org
www.forestpeoples.org

© Forest Peoples Programme



Isi

Akronim

Pendahuluan

Siapa RSPO?

Prinsip dan Kriteria RSPO

Apakah Sistem Pengaduan RSPO itu?

Di mana saya bisa mendapatkan informasi tentang pengaduan yang
diajukan kepada RSPO?

Badan RSPO mana saja yang terlibat dalam pengaduan?

Sekretariat RSPO

Dewan Eksekutif RSPO

Sistem Sertifikasi RSPO

Persyaratan Sertifikasi Parsial

Fasilitas Penyelesaian sengketa RSPO

Panel Pengaduan RSPO
Saya hendak mengajukan pengaduan: dokumen apa yang perlu
saya rujuk?
Apa yang perlu saya serahkan untuk mengajukan pengaduan?
Apa yang terjadi begitu saya telah menyerahkan pengaduan saya?
Apa yang dilakukan Sekretariat RSPO begitu menerima pengaduan?

Jalan Lain: Bagaimana jika saya tidak puas dengan cara Panel
Pengaduan menangani pengaduan saya?

Poin-poin penting untuk diingat
Sumber-sumber tambahan
Catatan Akhir

O O b W N

1
11
12
12
12
14
16

18
18
20
23

24
25
26
28



Akronim

CAO
CB
DSF
EB
FPIC
HCV
IFC
NI

P&C
RSPO

Compliance Advisor/Ombudsman
Certification Body

Dispute Settlement Facility DSF
Executive Board

Free, Prior and Informed Consent
High Conservation Value
International Finance Corporation
National Interpretation

Principles and Criteria
Round Table on Sustainable Palm Qil



Pendahuluan

Roundtable on Sustainable Palm QOil atau RSPO (Meja Bundar Minyak Sawit
Berkelanjutan) adalah sebuah asosia nirlaba yang dibentuk pada tahun 2004

untuk menanggapi seruan global yang mendesak dan perlu atas minyak sawit
yang diproduksi lewat cara yang berkelanjutan. Tujuan asosiasi ini adalah untuk
mendorong pertumbuhan dan penggunaan produk minyak sawit berkelanjutan
lewat standar-standar global yang kredibel serta keterlibatan stakeholder yang luas.
RSPO mempertemukan para stakeholder dari tujuh sektor industri minyak sawit,
yaitu produsen minyak sawit, pengolah atau pedagang minyak sawit, produsen
barang-barang konsumen, pengecer, bank dan investor, NGO lingkungan atau
pelestarian alam, serta NGO sosial atau pembangunan.

Buku saku ini diterbitkan oleh Forest Peoples Programme (FPP), sebuah organisasi
hak asasi manusia independen, yang erat terlibat dalam proses penyusunan standar
RSPO dan kajian publik, meskipun FPP bukan anggota RSPO. Lebih dari sepuluh
tahun terakhir Forest Peoples Programme dan mitra akar rumput, nasional dan
internasionalnya di Afrika dan Asia Tenggara telah berupaya memastikan bahwa
RSPO mengadopsi sekaligus menegakkan standar-standar yang konsisten dengan
undang-undang hak asasi manusia internasional dan penghormatan atas hak-hak
komunitas lokal dan masyarakat adat.

Dokumen ini mengemukakan sistem RSPO untuk menyelesaikan masalah
pengaduan. Buku saku ini menyediakan informasi pokok dan pedoman bagi
organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal yang terkena dampak mengenai
bagaimana proses pengaduan RSPO berjalan dan berbagai langkah yang harus
dilakukan untuk mengajukan sebuah pengaduan. Dalam dokumen-dokumen
terpisah kami telah berupaya untuk merangkum pengalaman-pengalaman kami
terkait efektifitas sistem ini. Dalam pandangan kami, masih ada sebuah gap lebar
antara bagaimana Sistem Pengaduan RSPO seharusnya berfungsi dan apa yang
dapat sungguh-sungguh dicapai oleh sistem tersebut. Kami telah dan terus
menerus mendorong RSPO untuk meningkatkan prosesnya dan sementara ini
kami menawarkan panduan ini dengan keyakinan bahwa memiliki akses ke sebuah
sistem yang tidak sempurna masih lebih baik dari pada tidak memiliki satu sistem
pun. Sebagian besar isi dokumen ini didasarkan pada informasi yang terdapat pada
situs RSPO, namun dokumen ini dihasilkan secara independen. Pembaca disarankan
untuk mengunjungi www.rspo.org untuk informasi lebih lanjut.



Siapa RSPO?

RSPO adalah sebuah prakarsa multistakeholder yang beranggotakan petani,
pengolah, pedagang, penyantun dana, penghasil barang dan pengecer minyak
sawit serta NGO sosial dan lingkungan. Di antara penyebab pembentukan organisasi
ini adalah untuk menanggapi pasar yang sensitif menolak produk-produk yang
menimbulkan kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam
proses produksinya. Jadi, RSPO mengembangkan standar-standar untuk produksi,
penelusuran (traceability), pelabelan, sertifikasi dan kode etik anggota yang akan
dipertanggungjawabkan anggotanya.

Kantor pusat RSPO berada di Zurich, Swiss, dan Sekretariat saat ini berkedudukan di
Kuala Lumpur dengan sebuah kantor satelit di Jakarta. Perwakilan multistakeholder
asosiasi ini dicerminkan lewat struktur tata kelolanya di mana kursi Dewan Eksekutif
dan Kelompok Kerja tingkat proyek dialokasikan secara adil kepada tiap sektor. RSPO
berupaya memberikan hak yang sama kepada tiap kelompok stakeholder dengan
membawa agenda-agenda spesifik kelompok ke dalam pertemuan, memfasilitasi
para stakeholder yang secara turun temurun bermusuhan, dan pelaku bisnis untuk
berkolaborasi untuk mencapai sasaran bersama, dan mendorong pengambilan
keputusan secara musyawarah.

Misi RSPO adalah untuk:

® Memajukan produksi, pengadaan, pendanaan dan penggunaan produk
minyak sawit yang berkelanjutan.

® Mengembangkan, menerapkan, memverifikasi, memastikan dan secara
berkala meninjau standar-standar global yang kredibel untuk seluruh rantai
pasokan minyak sawit berkelanjutan.

® Memantau dan mengevaluasi dampak ekonomi, lingkungan dan sosial dari
penyerapan minyak sawit berkelanjutan di pasar.

® Melibatkan dan menjaga komitmen seluruh stakeholder dalam rantai pasok,
termasuk kalangan pemerintah dan konsumen

(Rantai pasok mencakup ekosistem, komunitas, petani, pedagang, pengolah,
penghasil barang-barang keperluan, pengecer, lembaga keuangan, masyarakat

sipil.)

Salah satu bagian kunci dari RSPO sebagai sebuah mekanisme tanggung gugat
adalah prosedur pengaduan yang akan diuraikan dalam dokumen ini.
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Diagram 1: Struktur organisasi RSPO

Sumber: http.//www.rspo.org/en/organization_structure




Prinsip dan Kriteria RSPO

RSPO memandang produksi minyak sawit berkelanjutan tercapai jika pengelolaan
dan operasinya legal, berkelanjutan secara ekonomi, layak secara lingkungan dan
secara sosial bermanfaat. Persyaratan untuk mencapai sasaran ini diuraikan dalam
prinsip-prinsip dan kriteria-kriteria RSPO, dan indikator-indikator dan panduan-
panduan pendampingnya.

Prinsip dan Kriteria (P&C) RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan adalah
panduan global untuk menghasilkan minyak sawit secara berkelanjutan. P&C ini
diadopsi di bulan Nopember 2005, diujicobakan selama dua tahun dan dirilis untuk
digunakan umum di bulan Nopember 2007. Sebuah versi revisi akan dipublikasikan
di tahun 2013.

P&C terdiri dari 8 Prinsip dan 39 Kriteria, bersama indikator-indikator (bagian-bagian
spesifik tentang bukti-bukti obyektif yang harus ada untuk menunjukkan atau
memverifikasi bahwa Kriteria bersangkutan telah terpenuhi) dan Panduan (informasi
berguna untuk membantu petani/pabrik dan auditor memahami apa maksud
kriteria tertentu dalam praktiknya).

P&C bersifat generik namun karena negara-negara memiliki perundang-undangan
yang berbeda untuk kriteria yang sama, P&C kemudian disesuaikan oleh masing-
masing negara lewat Interpretasi Nasional (National Interpretation atau NI). NI telah
dikembangkan untuk Indonesia, Malaysia, Kolombia, Ghana, Thailand, Papua Nugini
dan Kepulauan Solomon. Sejumlah P&C relevan dengan mekanisme pengaduan dan
penyelesaian konflik dan akan dijabarkan secara rinci berikut ini.



Prinsip 2: Kepatuhan pada undang-undang dan
peraturan yang berlaku

Kriteria 2.2

Hak untuk menggunakan tanah dapat dibuktikan dan tidak dituntut secara sah
oleh komunitas lokal yang memiliki hak-hak yang dapat dibuktikan.

Indikator:

® Dokumen-dokumen yang menunjukkan kepemilikan atau kontrak
sewa yang sah, sejarah penguasaan tanah dan pemanfaatan tanah
sesungguhnya yang sah.

e Bukti-bukti bahwa batas-batas yang sah jelas ditandai dan secara kasat
mata tetap terjaga

® Bila terdapat, atau sudah terdapat, sengketa, tunjukkan bukti-bukti
tambahan bahwa pembebasan tanah dan kompensasi yang memadai telah
dilakukan kepada pemilik dan penghuni sebelumnya; dan bahwa semua ini
telah diterima dengan baik lewat persetujuan tanpa paksaan (free, prior and
informed consent/FPIC).

e Tidak adanya konflik atas tanah yang serius, kecuali persyaratan-persyaratan
untuk penyelesaian konflik yang dapat diterima semua pihak (kriteria 6.3
dan 6.4) dilaksanakan dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat.

Panduan:

e Untuk setiap konflik atau sengketa atas tanah, luasan daerah yang
diperselisihkan harus dipetakan secara partisipatif.

e Bila terjadi konflik tentang kondisi pemanfaatan tanah sesuai hak atas
tanah, petani perlu menunjukkan bukti-bukti bahwa aksi yang diperlukan
telah diambil untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan pihak terkait.

® Pastikan ada sebuah mekanisme untuk menyelesaikan konflik yang terjadi
(Kriteria 6.3 dan 6.4).

® Perlu penghentian seluruh operasi yang dilakukan di atas tanah yang
melampaui batasan yang sah. Untuk interpretasi nasional, hak adat
pemanfaatan tanah manapun atau sengketa manapun yang mungkin
relevan perlu diidentifikasi.




Prinsip 6: Pertimbangan yang bertanggung jawab
terhadap karyawan dan individu dan komunitas
yang terkena dampak perkebunan dan pabrik

Kriteria 6.3

Terdapat sistem yang disepakati bersama dan terdokumentasi untuk menangani
pengaduan dan keluhan, yang diimplementasikan dan diterima oleh para pihak.

Indikator:

e Sistem yang digunakan dapat menyelesaikan sengketa lewat cara yang
efektif, tepat waktu dan benar.

® Dokumentasi proses penyelesaian sengketa dan hasilnya.

e Sistem yang digunakan terbuka bagi seluruh pihak yang dirugikan.

Panduan:

Mekanisme penyelesaian sengketa perlu dibuat lewat kesepakatan bersama
dan terbuka dengan pihak yang dirugikan.

Pengaduan dapat diselesaikan lewat mekanisme seperti Komite Konsultatif
Bersama (Joint Consultative Committees/JCC), dengan perwakilan gender.
Keluhan dimaksud dapat yang menimpa pihak internal (karyawan) maupun
pihak eksternal. Untuk skema smallholder, tanggung jawab berada pada
perusahaan atau perkumpulan. Petani perorangan tidak diharuskan memiliki
sistem yang terdokumentasi, namun mereka harus dapat menunjukkan bahwa
mereka memberikan respon yang konstruktif atas setiap isu atau keluhan.




Apakah Sistem Pengaduan RSPO itu?

Sistem Pengaduan RSPO berupaya untuk:

® Menyediakan sebuah proses yang adil, transparan dan imparsial untuk
menangani dan menyelesaikan pengaduan tentang anggota RSPO atau
tentang sistem RSPO itu sendiri secara baik.

® Memfasilitasi aksi-aksi atau prakarsa-prakarsa yang dapat meningkatkan
kesepakatan-kesepakatan antar pihak.

RSPO mengakui bahwa konflik antar stakeholder dapat berujung pada pengaduan
dan mendorong para anggotanya untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut
lewat negosiasi dan dialog. Pengaduan dapat diajukan kepada RSPO tentang
perusahaan yang menjadi anggota RSPO atau tentang sistem RSPO itu sendiri.
Sistem penyelesaian konflik RSPO bersifat nonyudisial, dan mengikuti kriteria-
kriteria untuk mekanisme pengaduan nonyudisial yang diberikan oleh Perwakilan
Khusus Sekretaris Jenderal PBB tentang bisnis dan hak asasi manusia, Profesor John
Ruggie, dalam tulisannya yang bertajuk “Guiding Principles on Business and Human
Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework”
(“Prinsip-Prinsip Pemandu Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Mengimplementasikan
Kerangka ‘Melindungi, Menghormati dan Menyelesaikan’ PBB").

Penting dicatat bahwa sistem pengaduan RSPO bukan dimaksudkan sebagai
pengganti persyaratan dan mekanisme hukum yang diberlakukan oleh
lembaga pemerintah regional, nasional atau internasional manapun.
Persyaratan RSPO memandatkan kepatuhan pada persyaratan pemerintah yang
resmi, dan karenanya sistem pengaduan RSPO dimaksudkan sebagai sebuah
dukungan dan pelengkap bagi persyaratan-persyaratan resmi tersebut.




Di mana saya bisa mendapatkan
informasi tentang pengaduan yang
diajukan kepada RSPO?

Seluruh informasi tentang Sistem Pengaduan RSPO dan prosedur-prosedurnya
dapat diakses lewat situs RSPO. Situs tersebut memberikan pembaruan laporan
perkembangan kasus secara berkala. Lihat http://www.rspo.org/en/status_of
complaint for the current status of complaints.

Perhatikan bahwa sistem pengaduan ini dapat digunakan oleh seluruh
stakeholder, baik anggota maupun bukan anggota RSPO termasuk komunitas
yang dirugikan (dan perwakilan yang mereka ajukan), para pekerja (dan
perwakilan yang mereka ajukan), serta pihak berkepentingan lainnya. Jika pihak
yang dirugikan membutuhkan dukungan untuk mengakses informasi, nasihat dan
keahlian untuk terlibat dalam proses pengaduan, mereka dapat meminta bantuan
kepada RSPO Dispute Settlement Facility / DSF (Fasilitas Penyelesaian sengketa RSPO).

Sekretariat RSPO mengeluarkan pemberitahuan kepada publik yang relevan dengan
Sistem Pengaduan mereka secara terus menerus lewat situs RSPO. Perhatikan bahwa
meskipun transparansi merupakan peraturan yang ditegakkan, sebagian informasi
dapat saja dirahasiakan dan/atau ditutupi identitasnya (anonim) jika pihak pengadu
tersebut khawatir dengan akibat yang mungkin terjadi akibat pengaduannya.

Pemberitahuan diberikan dalam lima hari kerja tentang hasil yang diterbitkan
oleh komponen Sistem Pengaduan yang relevan atau oleh Dewan Eksekutif.
Pemberitahuan dapat merujuk pada hal-hal berikut ini:

1. Seruan untuk mendapatkan informasi berkenaan suatu kasus (atau kasus-kasus)
tertentu.

2. Perkembangan kasus-kasus yang tengah dimediasi lewat DSF RSPO.
3. Perubahan-perubahan dalam status anggota RSPO.
4. Perubahan-perubahan dalam status badan sertifikasi.

5. Banding atas keputusan-keputusan yang dibuat badan-badan komponen
Sistem Pengaduan.

6. Aksi-aksi atau pertimbangan-pertimbangan terkait yang dibutuhkan oleh
keanggotaan dalam menanggapi hal-hal di atas.



Badan RSPO mana saja yang terlibat
dalam pengaduan??

Sekretariat RSPO

Sekretariat RSPO adalah badan yang bertanggung jawab atas koordinasi,
administrasi dan komunikasi seluruh aspek sistem RSPO, termasuk Sistem
Pengaduan. Mandat Sekretariat adalah untuk:

1.

2.

Menerima, mengakui (memberikan tanda terima) dan memproses pengaduan.?

Mengurus dan memantau penanganan pengaduan dengan menggunakan
Prosedur Pengaduan (Complaints Procedure), DSF (Dispute Settlement Facility),
dan Sistem Sertifikasi (Certification System). Memantau perkembangan kasus-
kasus yang melewati sistem-sistem ini, menjamin penerapan kondisi-kondisi
atau aksi korektif oleh sistem-sistem ini (misalnya oleh Panel Pengaduan),
dan menyusun perbaikan yang layak bagi kasus-kasus yang tidak memenuhi
harapan.

Menugaskan pakar yang sesuai sebagaimana dibutuhkan (bisa staf Sekretariat,
kelompok kerja atau konsultan) untuk mendukung proses pencarian fakta,
mediasi, dan untuk memberi pertimbangan bagi keputusan-keputusan Panel
Pengaduan. Keahlian seperti itu mungkin dipandang perlu oleh Sekretariat
sendiri, atau diminta oleh Panel Pengaduan atau Dewan Eksekutif. Selain itu,
Sekretariat dapat menugaskan peningkatan kapasitas untuk perusahaan

dan stakeholder lainnya, terutama komunitas lokal, misalnya lewat pelatihan
atau panduan-panduan, untuk membantu mereka ikut serta dalam proses
pengaduan secara adil dan setara.

Mengawasi dan melakukan komunikasi dengan dan pemberitahuan yang
relevan kepada anggota RSPO atau pihak lain yang terkait dengan suatu
pengaduan serta dengan dan kepada masyarakat.

Memantau fungsionalitas dan kompetensi Sekretariat dalam melakukan hal-hal
di atas.



Dewan Eksekutif RSPO

Dewan Eksekutif RSPO bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap
aktifitas Sekretariat. Sekretariat secara berkala mengkomunikasikan kepada Dewan
rangkuman dari seluruh pengaduan yang diterima dan diproses. Rangkuman ini
mencakup tanggal dan sifat pengaduan, tanggapan RSPO dan hasilnya.

Sistem Sertifikasi RSPO

Sistem Sertifikasi RSPO adalah badan yang bertanggung jawab untuk memastikan
optimalisasi kinerja auditor dan badan sertifikasi, dan itu mencakup sistem untuk
akreditasi badan sertifikasi. Pengaduan yang utamanya didasarkan atas kinerja

atau keputusan badan sertifikasi dan/atau auditornya harus ditangani lewat
mekanisme akreditasi RSPO sebelum ditangani lebih lanjut lewat jalur-jalur Sistem
Pengaduan lainnya, yang dapat digunakan pada waktunya jika isu tersebut tidak
dapat diselesaikan oleh Sistem Sertifikasi sendirian. Ini mencakup pengaduan atas
kinerja badan-badan sertifikasi, proses sertifikasi dan penilaian, hasil verifikasi audit,
akreditasi badan-badan sertifikasi dan lain-lain.

Persyaratan Sertifikasi Parsial

Menurut Persyaratan Sertifikasi Parsial RSPO, sebuah pengaduan juga berlaku bagi
perusahaan yang memiliki saham mayoritas di perusahan terkait. Ada kondisi-
kondisi yang harus dipenuhi oleh organisasi-organisasi yang memiliki saham
mayoritas di dan/atau memiliki kontrol manajemen atas lebih dari satu perusahan
kelapa sawit otonom, agar mereka dapat mensertifikasi unit-unit pengelolaan
individual dan/atau anak-anak perusahaan, yaitu:*

Keanggotaan RSPO

(a) Organisasi induk atau salah satu dari anak perusahaan yang dikelola dan/atau
yang sahamnya dimiliki secara mayoritas adalah anggota RSPO. Persyaratan (b)
sampai (j) berlaku jika anggota terdaftar RSPO tersebut merupakan perusahaan
induk atau salah satu dari anak perusahaannya:

Rencana Terikat Waktu (Time-bound Plan)

(b) Sebuah rencana terikat waktu yang menantang untuk mensertifikasi

seluruh entitas yang relevan diserahkan kepada Badan Sertifikasi selama proses
audit sertifikasi yang pertama. Rencana terikat waktu harus berisi daftar anak
perusahaan, perkebunan dan pabrik. Badan Sertifikasi akan bertanggung
jawab untuk meninjau kelayakan rencana tersebut, dan mempertimbangkan
komentar-komentar yang diterima dari stakeholder setelah proses konsultasi
publik. Perkembangan menuju rencana tersebut akan diverifikasi dan dilaporkan



dalam kajian-kajian pengawasan tahunan berikutnya. Bila Badan Sertifikasi yang
melaksanakan audit pengawasan berbeda dengan Badan Sertifikasi yang pertama
menerima rencana terikat waktu tersebut, Badan Sertifikasi yang belakangan harus
menerima kelayakan rencana terikat waktu saat rencana tersebut diterima pertama
kalinya dan hanya perlu memeriksa kelanjutan kelayakannya.

(c) Setiap revisi atas rencana terikat waktu atau atas keadaan-keadaan perusahaan
mewajibkan adanya tinjauan atas rencana tersebut untuk memeriksa apakah
rencana tersebut masih layak, sehingga perubahan-perubahan pada rencana
terikat waktu hanya diijinkan bila organisasi tersebut dapat menunjukkan bahwa
perubahan-perubahan tersebut memang layak/dapat dibenarkan. Persyaratan-
persyaratan tersebut juga berlaku untuk anak perusahaan yang baru saja diakuisisi
dari saat perusahaan bersangkutan terdaftar secara hukum di notaris setempat
atau kamar dagang (atau lembaga sejenis).

(d) Jika terdapat kesalahan-kesalahan (kecil) terisolasi dalam implementasi sebuah
rencana terikat waktu, sebuah ketidakpatuhan minor akan diajukan. Bila terdapat
bukti akan adanya kegagalan sistematik terhadap implementasi rencana, akan
diajukan sebuah ketidakpatuhan mayor.

Persyaratan untuk unit-unit pengelolaan dan/atau perusahaan (holdings) yang
belum tersertifikasi adalah sebagai berikut:

e) Tidak ada penggantian hutan primer atau daerah apapun yang teridentifikasi
mengandung Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Values /HCVs) atau
yang diwajibkan untuk mempertahankan atau meningkatkan HCVs sesuai Kriteria
7.3 RSPO. Setiap penanaman baru sejak tanggal 1 Januari 2010 harus memenuhi
peraturan Penanaman Baru RSPO.

f) Konflik tanah, jika ada, tengah diupayakan penyelesaiannya lewat sebuah
proses yang disepakati bersama, misalnya prosedur Keluhan RSPO atau Fasilitas
Penyelesaian sengketa RSPO, sesuai dengan Kriteria 6.4, 7.5 dan 7.6 RSPO.

g) Sengketa tenaga kerja, jika ada, tengah diupayakan penyelesaiannya lewat proses
yang disepakati bersama, sesuai dengan Kriteria 6.3 RSPO.

h) Ketidakpatuhan hukum, jika ada, tengah diupayakan penyelesaiannya sesuai
dengan persyaratan hukum, dengan merujuk pada Kriteria 2.1 dan 2.2 RSPO.

i) Badan-badan sertifikasi akan menilai kepatuhan terhadap aturan-aturan ini bagi
sertifikasi parsial di tiap-tiap dan masing-masing kajian unit pengelolaan manapun.
Penilaian kepatuhan terhadap persyaratan (e) — (h) oleh badan sertifikasi yang
didasarkan pada pernyataan sendiri oleh Perusahaan, tanpa adanya dokumentasi
pendukung, tidak akan diterima. Verifikasi kepatuhan harus didasarkan pada

pendekatan berikut:



Pernyataan jaminan positif, yang didasarkan pada kajian sendiri (self-assessment),
yaitu audit internal, oleh organisasi bersangkutan. Hal ini akan mensyaratkan
adanya bukti-bukti tentang kajian sendiri terhadap masing-masing persyaratan.

Konsultasi stakeholder yang menjadi sasaran dapat dilakukan oleh badan sertifikasi.
Jika hal ini telah dilaksanakan oleh sebuah badan sertifikasi, badan-badan sertifikasi
lain dapat meminta laporan rangkuman lewat organisasi bersangkutan.

Jika perlu, badan sertifikasi dapat memutuskan untuk mengadakan konsultasi
stakeholder atau inspeksi lapangan lebih lanjut, untuk menilai risiko adanya
ketidakpatuhan pada persyaratan.

(j) Untuk persyaratan (e) - (h), pendekatan untuk mendefinisikan ketidakpatuhan
mayor dan minor dapat diterapkan dari interpretasi nasional yang relevan. Misalnya,
jika teridentifikasi suatu ketidakpatuhan terhadap sebuah ‘indikator mayor’ dalam
suatu perusahaan/unit pengelolaan yang belum tersertifikasi, kajian sertifikasi saat
ini tidak dapat dilanjutkan sampai tuntas sebelum masalah ini diselesaikan.

Kegagalan untuk menyelesaikan persyaratan (e)-(h) manapun dapat berujung
pada penundaan sertifikasi (sesuai dengan aturan dokumen Sistem Sertifikasi RSPO

tentang ketidakpatuhan).

Fasilitas Penyelesaian sengketa RSPO°

Fasilitas Penyelesaian sengketa RSPO (DSF) dibentuk untuk mengembangkan
pendekatan-pendekatan preventif (mediasi sebelum pelaksanaan sertifikasi) dan
pendekatan-pendekatan perbaikan ke pengaduan dan konflik sambil memfasilitasi,
memantau dan belajar dari sejumlah terbatas kasus korektif, seperti yang dirujuk
ke DSF oleh Panel Pengaduan. DSF dengan demikian bertindak sebagai sebuah
saluran mediasi lewat mana sengketa dapat diselesaikan. Pada awalnya Fasilitas
ini dikembangkan untuk menangani sengketa-sengketa yang terkait dengan
tanah, namun juga dapat diterapkan pada isu-isu lain seperti pembukaan HCV
dan isu-isu terkait tentang kompensasi/remediasi, serta hak-hak tenaga kerja, hak
asasi manusia, komitmen perusahaan kepada masyarakat dan masalah-masalah
lingkungan.

Sengketa terkait tanah sebagian besar muncul ketika hak-hak adat tidak dihormati,
komunitas lokal tidak diajak konsultasi secara memadai dan prinsip-prinsip FPIC
tidak ditegakkan. P&C RSPO Kriteria 2.2, 2.3, 6.4, 7.5 dan 7.6 menjabarkan prosedur
untuk berhubungan dengan komunitas lokal ketika muncul isu-isu tentang hak-hak
atas tanah. Yang paling utama, pihak produsen harus mematuhi prinsip FPIC.



Selain itu, persyaratan 4.2.4 dalam dokumen Sistem Sertifikasi RSPO menyatakan
bahwa sertifikasi tidak mungkin dilakukan bila ada sengketa yang belum selesai.
Karena itu DSF dibentuk untuk secepatnya dapat menyelesaikan sengketa seperti
itu antara anggota RSPO dan para stakeholder masing-masing.

DSF menggolongkan sengketa ke dalam lima kategori, yaitu:

1. Sengketa yang sudah ada dan diketahui oleh anggota RSPO, namun tidak
dibuka pada saat mereka telah memulai proses sertifikasi.

2. Sengketa yang telah ‘diambil alih’atau ‘ditanggung’ oleh salah satu anggota
lewat pembebasan tanah atau operasi dari perusahaan lain, namun ternyata
sang anggota tidak memiliki kinerja yang baik.

3. Sengketa baru yang muncul setelah sertifikasi diberikan.

4. Sengketa yang telah diselesaikan dan diakui oleh pihak terkait (dan mungkin
oleh pihak berwenang) dan namun karena suatu sebab muncul kembali.

5. Sengketa-sengketa lain yang dibawa ke DSF atas inisiatif pihak-pihak yang
terlibat langsung dalam sengketa tersebut.

Lagi-lagi, mungkin penting bagi pihak pengadu untuk memikirkan jenis pengaduan
apa yang akan mereka ajukan.

DSF memungkinkan adanya proses mediasi yang dapat dilakukan atas persetujuan
bersama pihak yang terlibat dalam sengketa. Dalam semua kasus, pihak yang
bertikai didorong untuk pertama-tama berupaya menyelesaikan sengketa sendiri,
dengan melibatkan pihak satunya lagi secara langsung, tanpa meminta bantuan dari
luar. Jika hal ini tidak berhasil, tindakan yang disukai adalah mencari mediasi lewat
DSF sebagai salah satu cara untuk mencapai penyelesaian. DSF berada di bawah
Sistem Pengaduan RSPO, yang kemudian dapat dimintai bantuannya jika salah satu
pihak menolak proses mediasi atau proses mediasi DSF gagal menyelesaikan konflik.




Panel Pengaduan RSPO

Panel Pengaduan RSPO merundingkan dan memutuskan kasus-kasus pengaduan
yang berada di luar lingkup kerja mekanisme penyelesaian pengaduan lainnya.
Badan ini merupakan badan tingkat tinggi yang melaksanakan hal-hal berikut:

1.

2.

Menangani pengaduan tentang RSPO sebagai organisasi.
Menyelesaikan pelanggaran Kode Etik (misalnya pelanggaran P&C RSPO).

Bertindak sebagai badan tempat meminta pertolongan terakhir jika
mekanisme-mekanisme penyelesaian lainnya gagal.

Menerapkan langkah-langkah untuk mendorong tercapainya penyelesaian
(atau penghentian; misalnya menerapkan moratorium atas kegiatan perusahaan
jika dipandang perlu sesuai dengan P&C).

Memastikan bahwa sistem tata kelola RSPO memungkinkan adanya
perundingan tentang perbaikan, ganti rugi, dan kompensasi (misalnya lewat
DSF).

Berupaya menangkap pelajaran-pelajaran yang lebih luas dan membuat
rekomendasi-rekomendasi untuk Dewan Eksekutif RSPO tentang perbaikan-
perbaikan sistem.

Panel Pengaduan juga bertanggung jawab untuk:

1.

Membuat keputusan tentang legitimasi pengaduan yang disampaikan
tentang anggota RSPO dan keputusan tentang langkah-langkah interim yang
dibutuhkan dalam penanganan kasus lebih lanjut oleh RSPO (dokumentasi

dan bukti-bukti lebih lanjut mungkin dibutuhkan jika legitimasi kasusnya
dipertanyakan).

Merundingkan dan membuat keputusan tentang aksi yang akan diambil untuk
menyelesaikan pengaduan.

Panel Pengaduan dimandatkan oleh Dewan Eksekutif RSPO untuk tugas-tugas
dan peran-peran yang dijabarkan di atas. Dewan Eksekutif bertanggung jawab
untuk mengawasi aktifitas Panel Pengaduan. Jika tidak tercapai kesepakatan,
Panel Pengaduan dapat meminta Dewan untuk perundingan lebih lanjut dan
pengambilan keputusan yang berdasarkan musyawarah.



Diagram Alir Prosedur

DSF
—( Pengaduan dibenarkan }—

L YA

Tidak ada kasus (per
aliran GP yang ada)

Apakah pengaduan menyangkut
kurangnya pelaksanaan FPIC,
pengakuan atas suara masyarakat,
dan penghormatan atas hak-hak
TIDAK adat, yaitu terkait dengan P&C RSPO YA
Nomor 2.2, 2.3, 6.4, 7.5 dan/atau 7.6?

Apakah pengaduan didasarkan
pada aksi/keputusan Badan

Sertifikasi?
Per aliran GP yang ada:
- Sekretariat memberitahu anggota, termasuk seluruh
catatan, dsb. dan permohonan agar anggota secara YA TIDAK
sukarela mundur dahulu sampai kasusnya diselesaikan* 4 4
- Permintaan agar anggota member tanggpan (4 Ditangani oleh Apakah kedua
minggu) RSPO Sistem belah pihak yang
- Poskan pernyataan posisi di www.rspo.org Akreditasi berselisih sepakat
* Perlu ditambahkan di sini bahwa untuk operasi perusahaan pertama-tama menggunakan DSF?
yang sudah mengirimkan produk bersertifikat atau yang sudah
menmiliki kontrak pembelian (forward contract), maka Green Palm
dan/atau UTZ Certified perlu diberitahu YA
TIDAK
Termasuk kategori
Kategori 1 yang mana sengketa
ini? (merujuk pada
Kategori Sengketa DSF)
Kategori 1, 2,
3,4, dan 5**
Tidak ada
penyelesaian
DSF

Penyelesaian

Notifikasi kepada, dan
oleh RSPO

** Bahkan sebuah sengketa “kategori 1" masih dapat memanfaatkan DSF sebagai
salah satu cara untuk mencapai penyelesaian.

Diagram 2: Diagram Alir prosedur Fasilitas Penyelesaian sengketa
Sumber: http://www.rspo.org/file/DSF%20Procedure%20Flowchart.pdf




Saya hendak mengajukan
pengaduan: dokumen apa yang periu
saya rujuk?

Pengaduan yang diajukan kepada RSPO perlu didasarkan pada dokumen-dokumen
RSPO berikut:

1. Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan (P&C),
termasuk seluruh panduan, indikator yang terkait dengan pengadopsian dan
implementasi P&C.°

2. Interpretasi Nasional atas P&C yang disetujui dan disahkan RSPO, selama itu
dapat digunakan.’

3. Kode Etik bagi Anggota RSPO.®
4. Prosedur Penanaman Baru RSPO? (untuk perkebunan baru sejak tahun 2010).
5. Sistem Sertifikasi RSPO."°

6. Aturan RSPO yang ditetapkan untuk Perdagangan dan Penelusuran dan untuk
Komunikasi dan Klaim."

7. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga RSPO."?

Apa yang perlu saya serahkan untuk
mengajukan pengaduan?*?

Pengaduan harus dibuat menggunakan template yang tersedia di http://www.
rspo.org/en/complaints_form. Mohon perhatikan bahwa pada tahapan ini, beban
pembuktian (burden of proof) ada pada pihak pengadu. Informasi-informasi yang
perlu disertakan termasuk hal-hal berikut ini:

1. Detil nama dan kontak pihak yang mengajukan pengaduan.
2. Pihakyang diadukan.
3. Sifat dari pengaduan dan atas dasar apa.

4. Bukti-bukti pendukung, termasuk seluruh dokumentasi yang mungkin untuk
mendukung pengaduan ini secara langsung.



Informasi pendukung tentang upaya-upaya yang telah dilakukan untuk
menyelesaikan isu ini.

Mengusulkan atau menyarankan aksi-aksi korektif spesifik yang dapat
menyelesaikan isu-isu yang dijabarkan dalam pengaduan.




Apa yang terjadi begitu saya telah
menyerahkan pengaduan saya?

Sekretariat RSPO adalah pintu masuk bagi seluruh pengaduan yang akan
diselesaikan lewat Sistem Pengaduan RSPO. Sekretariat menerima seluruh
pengaduan dan memberikan tanda terima tertulis kepada pihak pengadu, paling
lambat 10 hari kerja setelah pengaduan diterima. Sekretariat memiliki hak untuk
mengembalikan pengaduan yang tidak lengkap kepada pihak pengadu, dengan
penjelasan akan hal-hal apa yang diperlukan untuk melengkapi pengaduannya.
Oleh karena itu, amatlah penting untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang
relevan telah disertakan bersama pengaduan yang asli. Pengaduan yang tidak
lengkap dapat diajukan ulang oleh pihak pengadu, dengan catatan Sekretariat
akan membutuhkan sepuluh hari kerja lagi untuk mengeluarkan tanda terima.
Sambil memberikan tanda terima untuk pengaduan yang lengkap, Sekretariat juga
akan menunjukkan masuk ke dalam kategori apa pengaduan yang diajukan pada
awalnya dan langkah-langkah berikutnya yang perlu diambil untuk menyelesaikan
pengaduan tersebut.

Sekretariat tidak berkewajiban untuk menerima kasus-kasus yang tidak diserahkan
dalam bentuk tertulis, namun dijinkan menangani pengaduan seperti itu atas
kebijaksanaan mereka sendiri. Sekretariat menyimpan catatan semua kasus yang
ditangani. Sekretariat memutuskan apakah perlu dilakukan komunikasi atau aksi-
aksi langsung, misalnya mengeluarkan sebuah pernyataan (holding statement) yang
menyatakan bahwa pengaduan telah diterima dan akan diinvestigasi secepatnya
lewat sistem-sistem RSPO. Komunikasi mendesak seperti itu mungkin dibutuhkan
terutama dalam kasus laporan kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia.
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Apa yang dilakukan Sekretariat RSPO
begitu menerima pengaduan?

Sekretariat RSPO kemudian melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang diajukan,
untuk memastikan, misalnya, hal-hal berikut:

1.
2.
3.

Apakah aduan tentang anggota RSPO?
Apakah anggota dan lokasi telah tersertifikasi?

Apakah informasi yang cukup tentang kasus tersebut tersedia untuk
menentukan aksi yang dibutuhkan? Jika tidak, apakah akan ada audit RSPO
secara berkala atau pengawasan oleh Dewan Eksekutif dalam waktu dekat?
(pengecekan rencana-rencana terikat waktu, dsb.)?

Jika dibutuhkan, adakah opsi-opsi lain untuk investigasi?

Sudahkah upaya-upaya untuk menyelesaikan isu tersebut dilakukan secara
memadai?

Akankah mediasi dapat menolong pada tahapan ini, entah oleh Sekretariat atau
DSF?

Perhatikan bahwa semua ini adalah poin-poin yang perlu dipikirkan pihak pengadu
ketika mengajukan pengaduan.

Panel Pengaduan kemudian berunding dan memutuskan kasus pengaduan yang
berada di luar mekanisme-mekanisme penyelesaian pengaduan lain (misalnya,
pengadilan, arbitrase pemerintah, Prosedur Operasional Standar milik perusahaan,
Penasihat/Ombudsman Kepatuhan Korporasi Keuangan Internasional).™ Panel
Pengaduan mengkategorikan pengaduan dan menyatakan cara terbaik yang
mereka yakini untuk menyelesaikan pengaduan ini, misalnya:

1.

Pengaduan akan diselesaikan secara bilateral (misalnya, lewat prosedur
penanganan pengaduan milik perusahaan).

Pengaduan akan diselesaikan lewat proses pihak kedua dalam konteks nasional
(misalnya, pengadilan, komisi hak asasi manusia), rantai finansial (misalnya IFC
Ombudsman), atau dalam rantai perdagangan (misalnya audit rantai pasokan).

Pengaduan terkait kinerja dan sertifikasi operasi anggota RSPO berkenaan
dengan P&C RSPO

Pengaduan tentang kinerja dan akreditasi Badan Sertifikasi RSPO.
Pengaduan akan diselesaikan lewat mediasi (misalnya DSF RSPO).

Pengaduan terkait pelanggaran-pelanggaran lain, terutama Kode Etik RSPO
oleh anggota RSPO, akan ditangani oleh Panel Pengaduan.

Pengaduan-pengaduan lainnya.



Jalan Lain: Bagaimana jika saya
tidak puas dengan cara Panel
Pengaduan menangani pengaduan
saya?

Jika pihak pengadu merasa tidak puas dengan cara RSPO menangani pengaduan
mereka, mereka mempunyai hak untuk membawa kasus mereka kepada Panel
Pengaduan, atau kepada Dewan Eksekutif jika Panel Pengaduan telah mengadili
kasus ini. Dewan kemudian memutuskan untuk mempertimbangkan kasus tersebut
atau tidak, dan jika diputuskan untuk menanganinya, penanganan akan dilakukan
pada pertemuan terjadwal berikutnya. Dalam semua kasus yang dibawa ke Dewan
Eksekutif, Dewan harus memberikan pernyataan tertulis atas keputusannya
sehubungan dengan kasus bersangkutan dan dasar pemikiran di baliknya. Dewan
juga dapat menugaskan investigasi tambahan dan keahlian atas pertimbangan
mereka sendiri. Keputusan Dewan Eksekutif bersifat final. Perhatikan bahwa proses
pengambilan keputusan Proses Pengaduan sebagian besar dilakukan secara internal
oleh Dewan, dan begitu dikomunikasikan kepada publik, sering kali memiliki kalimat
dan nada yang berbeda.



Poin-poin penting untuk diingat

% Siapa saja dapat mengajukan pengaduan lewat RSPO namun seluruh pengadu-
an harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat

+» Panel Pengaduan BUKAN merupakan sebuah penyelesaian yang cepat - rata-
rata sebuah pengaduan membutuhkan waktu 3 bulan atau lebih untuk diproses
oleh Panel. Yang juga penting bagi sebuah penyelesaian yang efektif adalah
terjaganya komitmen dan komunikasi antar pihak pengadu itu sendiri.

¢ RSPO merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mencari penye-
lesaian konflik — untuk memahaminya adalah dengan lebih baik mengetahui
cara menggunakannya. Namun, RSPO bukanlah satu-satunya alat yang tersedia.
Mekanisme-mekanisme lain untuk menyelesaikan konflik antara lain IFC/CAO,
pengadilan, arbitrase pemerintah, Prosedur Operasional Standar milik perusa-
haan dan Mekanisme Keluhan (Grievance Mechanisms). Mempelajari berbagai
macam pendekatan dapat menghasilkan dampak dan efektifitas yang lebih
baik.

7
*

Sampai saat ini, tidak satupun prosedur RSPO telah dimanfaatkan oleh komu-
nitas lokal tanpa bantuan NGO lokal/internasional, karena masyarakat sering
kali memiliki kekurangan di segi bahasa, kesadaran, sumber daya dan kapasitas
untuk menggunakan mekanisme-mekanisme RSPO. Namun NGO bukanlah
pihak yang dirugikan: masyarakatlah yang dirugikan. Meskipun NGO dapat
memainkan peranan penting dalam memfasilitasi keterlibatan masyarakat,
keputusan dan representasi dalam proses penyelesaian konflik haruslah diambil
dan dilakukan oleh masyarakat sendiri sebagai pihak yang dirugikan.



Sumber-sumber tambahan

Prinsip dan Kriteria RSPO http://www.rspo.org/files/resource_centre/RSP0%20
Principles%20&9%20Criteria%20Document.pdf

Sistem Pengaduan RSPO http://www.rspo.org/en/complaints_system
Status Keluhan RSPO  http://www.rspo.org/en/status_of complaint

Anggaran Dasar dan Rumah Tangga RSPO http://www.rspo.org/en/rspo_statutes_
and_by-laws

Kode Etik Anggota RSPO http://www.rspo.org/files/resource_centre/keydoc/3%20
en_Code%200f%20conduct%20for%20members%200f%20the%20RSPO.pdf

Panduan Prosedur Penanaman Baru http://www.rspo.org/file/RSPO%20
Procedures%20for%20New%20Plantings%20-%20guidance%20document.pdf

TOR Sistem Sertifikasi RSPO http://www.rspo.org/sites/default/files/
RSPOcertification-systems.pdf

TOR Perdagangan dan Penelusuran RSPO http://www.rspo.org/en/trade_and_
traceability

Diagram Alir DSF http://www.rspo.org/file/DSF%20Procedure%20Flowchart.pdf
TOR DSF shttp://www.rspo.org/en/terms_of reference

Protokol DSF http://www.rspo.org/en/protocol

Kerangka DSF http://www.rspo.org/en/Framework

Borang Pengaduan RSPO http://www.rspo.org/en/complaints_form

Bagan Alir Proses Keluhan http://www.rspo.org/file/Flowchart%20complaints%20
procedure.pdf

Tentang Prosedur Pengaduan, PowerPoint oleh Ravin Krishnan, Koordinator RSPO
(Presentasi saat RT10, 2012) http://www.rt10.rspo.org/ckfinder/userfiles/files/
PC6_1%20Ravin%20Krishnan%20Presentation.pdf

Tentang Prosedur Pengaduan, PowerPoint oleh Ravin Krishnan, Koordinator RSPO
(Presentasi saat RT10, 2012) http://www.rt10.rspo.org/ckfinder/userfiles/files/
PC6_3%20Dr%20Marcus%20Colchester%20Presentation.pdf

Tentang pengalaman Wilmar dalam penyelesaian sengketa, oleh Simon Siburat,



Manajer Keberlanjutan Wilmar (Presentasi saat RT10, 2012) http://www.rt10.rspo.
org/ckfinder/userfiles/files/PC6_4%20Simon%20Siburat%20Presentation.pdf

Perbandingan RSPO dengan standar-standar sukarela lain dalam hal, antara lain,
penyelesaian sengketa, oleh Forest Peoples Programme (pp. 15 — 18) (2012) http://
www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/11/securing-rights-
through-commodity-roundtables-comparative-review.pdf

Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (Free, Prior and Informed
Consent) dan RSPO, dengan temuan-temuan dan rekomendasi untuk penyelesaian
sengketa, oleh Forest Peoples Programme dan Sawit Watch (2012) http://www.
forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/10/rspofpic23oct12.pdf

Pengaduan yang diajukan ke RSPO oleh NGO Nigeria terhadap Wilmar di Nigeria
(Nopember 2012) http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/news/2012/11/
NG0%20Complaint%20t0%20RSP0%20about%20Wilmar%20NPP%20in%20
Nigeria.pdf

Pengaduan yang diajukan ke RSPO oleh NGO Liberia terhadap Golden Veroleum
Liberia di Liberia (Oktober 2012) http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
news/2012/10/Final%20complaint%20t0%20%20RSP0%200n%20Golden%20
Veroleum-%20Butaw-sinoe%20county%20%282%29.pdf

Status pengaduan yang diajukan ke RSPO terhadap IOl di Indonesia http://www.
rspo.org/en/status_of_complaint&cpid=4



Catatan Akhir

! http://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-
principles-21-mar-2011.pdf

2 Lihat http://www.rspo.org/en/system_components_and_terms_of_reference

3 Perhatikan bahwa istilah ‘pengaduan’ memiliki makna yang sama dengan istilah-
istilah ‘keluhan; ‘sengketa; ‘tantangan; ‘konflik’ dan istilah sejenis lainnya yang
memiliki konotasi ketidakpuasan terhadap beberapa aspek dari sistem RSPO.

4 Lihat Sistem Sertifikasi RSPO http://www.rspo.org/sites/default/files/
RSPOcertification-systems.pdf

®Lihat http://www.rspo.org/en/Framework

¢http://www.rspo.org/files/resource_centre/RSPO%20Principles%20&%20
Criteria%20Document.pdf

7 Sebagai contoh yang ini untuk Indonesia: http://www.rspo.org/sites/default/files/
Indonesia%20N1%200f%20RSP0%20P&C_May2008.pdf

8 Dalam Bahasa Inggris: http://www.rspo.org/files/resource_centre/keydoc/3%20
en_Code%200f%20conduct%20for%20members%200f%20the%20RSPO.pdf

Dalam Bahasa Indonesia: http://www.rspo.org/en/rspo_code_of conduct

? http://www.rspo.org/file/RSPO%20Procedures%20for%20New%20Plantings%20
-%20guidance%20document.pdf

19 http://www.rspo.org/sites/default/files/RSPOcertification-systems.pdf

" http://www.rspo.org/en/trade_and_traceability and http://rspo.org/files/pdf/
RSP0O%20CC%20Rules%20adopted_301111.pdf

12 http://www.rspo.org/en/rspo_statutes_and_by-laws

3Diagram alir proses tersedia di http://www.rspo.org/file/Flowchart%20
complaints%20procedure.pdf

“RSPO dapat mempertimbangkan pengaduan selagi proses pengadilan berjalan
namun tidak akan mempertimbangkan pengaduan terhadap Badan Sertifikasi di
saat yang sama selagi mekanisme pengaduan milik Badan Sertifikasi itu sendiri
tengah digunakan oleh pihak yang sama.
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